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ABSTRAK  

 

PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MORAL PAJAK 

DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PEKANBARU 

TAMPAN 

 

OLEH: 

RISKI FATMAWATI 

NIM: 12170321657 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan 

pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan analisis data menggunakan SPSS Versi 25. Teknik sampling yang dipakai 

pada penelitian ini yaitu teknik Non-Probability Sampling kategori Purposive 

Sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari 100 

jawaban responden wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan persepsi 

keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 

moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Selain itu kepercayaan pada pemerintah, moral pajak, dan 

persepsi keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Meskipun tidak semua variabel signifikan secara parsial, tetapi 

kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak 

merupakan indikator yang penting dimiliki setiap wajib pajak. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

Kata kunci : kepercayaan pada pemerintah, moral pajak, persepsi keadilan 

pajak, kepatuhan  wajib pajak. 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF TRUST IN GOVERNMENT, TAX MORALS AND 

PERCEPTIONS OF TAX JUSTICE ON INDIVIDUAL TAXPAYER 

COMPLIANCE AT THE KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN. 

 

BY: 

RISKI FATMAWATI 

NIM: 12170321657 

 

The purpose of this study is to determine the effect of trust in the 

government, tax morale, and perceptions of tax fairness on compliance among 

individual taxpayers. This study uses a quantitative approach with data analysis 

using SPSS Version 25. The sampling technique used in this study is Non-

Probability Sampling, specifically Purposive Sampling. The data used are 

primary data consisting of 100 responses from individual taxpayers who were 

part of the sample. The results of the study show that trust in the government and 

perceptions of tax fairness do not influence taxpayer compliance. However, tax 

morality has a positive and significant influence on individual taxpayer 

compliance. Additionally, trust in the government, tax morality, and perceptions 

of tax fairness simultaneously influence taxpayer compliance. Although not all 

variables are significant individually, trust in the government, tax morality and 

perceptions of tax fairness are important indicators that every taxpayer should 

have. The results of this study are expected to provide input for the government in 

improving taxpayer compliance. 

Keywords: trust in government, tax morale, perceived tax justice, taxpayer 

compliance. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memiliki peran penting dalam ekonomi negara. Pajak digunakan untuk 

membiayai berbagai program pembangunan yang meliputi infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainya yang berperan langsung dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran utama dalam 

pembangunan nasional sebagai sumber pendanaan untuk infrastruktur publik.  

Di Indonesia pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan 

negara. Berdasarkan APBN 2021 pajak memiliki kontribusi lebih dari 85% 

terhadap penerimaan negara (Zainudin et al., 2022). Namun menurut OECD, 

penerimaan pajak di Indonesia masih relatif rendah, ini bisa dilihat dari Tax Rasio 

Indonesia. Pada tahun 2022 Tax Rasio Indonesia sebesar 12,1%, ini di bawah rata-

rata negara Asia Pasifik sebesar 19.3% dan di bawah rata-rata OECD sebesar 

34.0%. Hal ini juga didukung dengan laporan tahunan DJP yang menunjukkan 

Tax Rasio Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,33%, 2021 sebesar 9,12%, 2022 

sebesar 10,39% dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%. 

Penerimaan pajak  dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan 

pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib Pajak berupaya 

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun 

melaksanakan hak perpajakannya (Arisandy et al., 2023).Kepatuhan pajak ini 

meliputi pembayaran pajak maupun pelaporan SPT Tahunan. Setiap wajib pajak 

yang memiliki NPWP wajib melalukan pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak 

yang 
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berpenghasilan kurang dari ketentuan pajak tetap diwajibkan untuk 

melaporkan SPT Tahunan (Annisa & Wijaya, 2024). Ketidakpatuhan wajib pajak 

terhadap kewajiban perpajakan dapat menyebabkan tindakan seperti penghindaran 

pajak, pengelakan, penyeludupan, dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya 

merugikan penerimaan pajak negara. Saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban pajak masih rendah (Rahman & Syarli, 2023). 

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak  dialami salah satu Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP)  di Pekanbaru yaitu, KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Dalam lima tahun terakhir rasio kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dalam 

melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) masih fluktuatif. Berikut rasio kepatuhan 

WPOP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dari tahun 2020-2024. 

Tabel 1.1 

Rasio Kepatuhan pajak WP OP 2020-2024 KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan 

Tahun 
Jumlah WPOP 

terdaftar 
WP OP lapor SPT 

Rasio kepatuhan 

penyampaian SPT 

WP OP 

2020 223.358 49.420 22,1 % 

2021 233.277 48.963 21,0 % 

2022 246.482 55.065 22,3 % 

2023 264.781 57.182 21,6 % 

2024 273.718 51.620 18,9 % 

Sumber: KPP Pratama Tampan Pekanbaru 

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya perbedaan 

antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan surat 

pemberitahuan (SPT). Meskipun jumlah WP OP yang terdaftar mengalami 
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peningkatan, tetapi tingkat kepatuhan WP OP masih rendah. Dapat dilihat dalam 

lima tahun terakhir rasio WP OP yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) 

masih fluktuatif. Meskipun pada tahun 2022 rasio kepatuhan pajak naik sebesar 

0,68%. Namun dua tahun terakhir yaitu 2023-2024 rasio kepatuhan pajak terus 

mengalami penurunan. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak WP 

OP bisa dilihat dari jumlah pelaporan surat pemberitahuan (SPT) kurang dari 

setengah jumlah WP OP yang terdaftar. 

Mengingat besarnya peran pajak, pemerintah khususnya DJP telah melakukan 

berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak untuk 

mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu inisiatif tersebut adalah penerapan 

self assement system. Dalam sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak itu 

sendiri, wajib pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan perpajakan mulai dari 

perhitungan pajak hingga pelaporan pajak. Wajib pajak memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan pelaksanaan perpajakan. Praktik self assement system dapat 

menyebabkan kemungkinan wajib pajak menghindari pajak dan menunjukkan 

perilaku tidak patuh pada pajak (Annisa & Wijaya, 2024). Diperlukan kesadaran 

dan komitmen yang tinggi untuk mencapai kepatuhan sukarela yang menjadi 

dasar dari self assement system. 

Economic Deterrence Model dan Social psychology model merupakan dua 

pendekatan umum yang digunakan dalam perilaku kepatuhan pajak (Devos dalam 

Anugrah & Fitriandi, 2022). Economic Deterrence Model melihat wajib pajak 

sebagai individu rasional yang mempertimbangkan potensi manfaat dan kerugian 

yang diperoleh, kondisi ekonomi yang dihadapi wajib pajak akan mempengaruhi 
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wajib pajak dalam membuat keputusan. Contoh dari pendekatan ini terdiri dari 

penerapan sanksi, cakupan audit, penegakan hukum, tarif pajak dan lainya. 

Sedangkan social psychology model lebih fokus pada aspek sosial dan psikologi, 

di mana kepatuhan pajak tidak di dasarkan pada manfaat dan kerugian yang 

diperoleh. Contoh dari pendekatan ini yaitu, kepercayaan pada pemerintah, moral 

pajak, persepsi keadilan pajak dan lainya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan social psychology 

model  untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Faktor-faktor yang digunakan yakni kepercayaan pada pemerintah, moral pajak 

dan persepsi keadilan pajak. Banyaknya pemberitaan negatif yang menyoroti 

penjabat-penjabat di pemerintahan, seperti pemberitaan korupsi. Banyaknya 

penyalahgunaan uang negara dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum 

pegawai pajak dapat menyebabkan ketidakpercayaan wajib pajak (Yustisia et al., 

2024). Penting bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah atas moral, sikap dan perilaku dari pemerintah yang tercermin dari 

kebijakan pemerintah (Zainudin et al., 2022). Apabila masyarakat merasa bahwa 

pajak digunakan secara efektif, dan administrasi pajak terbuka dan transparan, 

masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah (Taing & Chang, 2021). 

Kepercayaan pada pemerintah dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak 

masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak karena pemerintah dinilai telah berupaya menciptakan sistem perpajakan 

yang adil dan tepat bagi negara (Hygi Prihastuti et al., 2023). Ini didukung dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Jamel & Cheisviyanny, 2024) dan (Silaen & 

Helmy, 2024) menunjukkan semakin tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah, 

maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) menunjukkan arah yang 

sebaliknya yaitu kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan pada 

pemerintah. 

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yaitu moral 

pajak. Moral pajak mengaju pada nilai-nilai dan prinsip moral yang dimiliki oleh 

wajib pajak terkait kewajibannya dalam sistem perpajakan (Winarto: 30). Moral 

pajak memainkan peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Bahkan 

ketika pengawasan dan penegakan kurang efektif. Ketika wajib pajak memiliki 

moral pajak yang tinggi, wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban 

perpajakannya secara sukarela dan konsisten, tanpa perlu dipaksa ancaman sanksi 

atau audit (Winarto: 31). Wajib pajak dengan moral yang rendah cenderung untuk 

bersikap tidak patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki moral pajak 

tinggi (Hardika et al., 2021). Sejumlah penelitian menemukan adanya korelasi 

positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Bantalia, 2024) dan (Taing & Chang, 2021) menunjukkan bahwa moral pajak 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan 

oleh (Mursalin, 2020) menunjukkan hal yang sebaliknya bahwa moral pajak tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  

Selain kepercayaan pada pemerintah dan moral pajak, tingkat kepatuhan pajak 

dapat dibentuk dari persepsi setiap wajib pajak mengenai keadilan pajak. Persepsi 
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keadilan pajak dapat diartikan sebagai pandangan yang dimiliki wajib pajak 

mengenai apakah pemerintah melaksanakan sistem perpajakan secara adil, ini 

meliputi segala proses mulai dari pemungutan pajak sampai dengan pemanfaatan 

pajak (Zainudin et al., 2022). Keadilan terwujud saat semua individu ditempatkan 

pada keadaan yang setara. Kesetaraan hanya dapat tercapai dalam upaya mencapai 

keadilan dengan mengabaikan  status sosial, kekayaan, dan keistimewaan tertentu, 

seperti kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan (Putri & Nofianti, 2024). Masyarakat 

yang memiliki persepsi positif terkait keadilan pajak akan memiliki kesadaran 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan 

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tuhumena et al., 2023) dan (Rosmawati, 

2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib 

pajak tentang keadilan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini 

& Khairunnisa, 2022) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu persepsi keadilan 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Monica 

Fitrianedi Jamel dan Charoline Cheisviyannny (2024) tentang pengaruh 

kepercayaan pada pemerintah dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan 

pajak. Penelitian menguji kembali dan menggabungkan beberapa variabel dengan 

hasil inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini 

variabel yang di uji ialah kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi 

keadilan pajak. Pengujian ketiga variabel tersebut dilakukan kepada para wajib 

pajak pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di KPP Pratama Kota Padang.  
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Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat judul “ Pengaruh kepercayaan 

pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang    

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi? 

2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi? 

3. Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi? 

4. Apakah kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. 



8 

 

 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moral pajak 

dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian lebih lanjut 

serta berkontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang relevan dalam 

konteks pajak. 

2. Manfaat praktis 

 Diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di 

bidang pajak dalam mengenali pentingnya memahami kepatuhan pajak 

dari sisi sosial psikologi yang berdampak dalam mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 

3. Manfaat kebijakan  

 Diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengambil 

keputusan mengenai kebijakan perpajakan, yang pada akhirnya 

berkontribusi pada administrasi perpajakan yang lebih efektif dan mampu 

memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis secara sistematis menguraikan isi setiap bab untuk memberikan 

gambaran umum mengenai bagian- bagian yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian, meliputi 

latar belakang yang menggambarkan urgensi penelitian, rumusan 

masalah yang menentukan fokus penelitian, tujuan dan manfaat  

dari penelitian secara teoritis, praktis dan kebijakan, serta 

sistematika penulisan yang memberikan gambaran dalam 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan 

penelitian, tinjauan penelitian terdahulu dengan topik serupa, 

penjelasan mengani pajak dalam perspektif islam, dan  rumusan 

hipotesis berdasarkan latar belakang masalah. 

BAB III  

 

METODE PENELITIAN 

Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, ini meliputi 

jenis metode penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, dan instrumen penelitian serta 

teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang ditetapkan. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

Menyajikan pemaparan hasil penelitian secara komprehensif, ini 

meliputi uraian rinci terkait objek penelitian, analisis dan 

penyajian data dan pemaparan hasil penelitian dalam bentuk 
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deskriptif maupun inferensial. 

BAB V  PENUTUP 

Mendeskripsikan kesimpulan yang didapat dari analisis data serta 

saran-saran yang berfungsi sebagai masukan terhadap peneliti 

selanjutnya atas permasalahan yang berhubungan dengan riset di 

masa yang mendatang dan menjadikan referensi untuk penelitian. 

 

  



 
 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behaviour (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Icak 

Ajzen pada tahun 1985. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Theory 

Reasoned Action (TRA) yang digunakan dalam perilaku konsumen. Menurut 

Theory of Planned Behaviour (TPB) niat dipengaruhi oleh tiga komponen 

utama yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol 

perilaku (Winarto: 21). Theory of Planned Behavior adalah kerangka berpikir 

konseptual yang digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bertindak 

seperti yang mereka lakukan (Ikhsan & Eka Putri, 2022). 

Pada koteks pajak, niat kepatuhan pajak mengacu pada keinginan individu 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam Theory of Planned Behaviour faktor yang 

termasuk dalam konsep sikap yaitu moral pajak, yang mengacu pada motivasi 

intrinsik yang timbul dari  kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak. Sikap 

mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki penilaian yang baik atau 

buruk terhadap perilaku yang dimaksud (Ajzen dalam Taing & Chang, 2021). 

Sementara itu keadilan pajak menjadi salah satu variabel yang termasuk dalam 

konsep norma subjektif. Norma subjektif adalah tekanan sosial yang dirasakan 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut
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(Ajzen dalam Taing & Chang, 2021).Wajib pajak dapat menentukan untuk 

menjalankan perilaku patuh dengan melihat perlakuan adil yang diberikan 

oleh pemerintah dan otoritas pajak. 

2.1.2 Theory Slippery Slope 

Theory Slippery Slope menawarkan perspektif baru dalam memahami dan 

meningkatkan kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan wajib pajak akan lebih 

mematuhi pemerintah ketika mereka memiliki kepercayaan kepada otoritas 

dan kekuatan otoritas (Kirchler et al dalam Zainudin et al., 2022). Ketika 

pemerintah melaksanakan proses perpajakan secara transparan dan 

akuntabilitas hal ini dapat menyebabkan munculnya kepercayaan wajib pajak 

(Wahl dalam Zainudin et al., 2022). Sementara itu, wajib pajak menganggap 

otoritas pajak memiliki kekuatan apabila terdapatnya sistem pajak yang baik 

dan tegas (Prinz et al dalam Zainudin et al., 2022). Masyarakat tidak akan 

berperilaku patuh terhadap pajak apabila ada rasa tidak percaya terhadap 

pemerintah atau otoritas. Oleh karena itu, pemerintah atau otoritas pajak perlu 

menjalankan peran mereka untuk menunjukkan bahwa pemerintah dapat 

dipercaya oleh masyarakat. Faktor seperti kepercayaan pada pihak 

pemerintah, umumnya mempunyai dampak pada tingkat kepatuhan pajak 

sukarela, sedangkan faktor seperti sanksi pajak, biasanya berdampak pada 

tingkat ketaatan pajak yang bersifat dipaksa (Zainudin et al., 2022). 
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2.1.3 Pajak  

a. Pengertian Pajak 

 Pajak merupakan pembayaran rakyat kepada negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik 

langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro 

dalam Mardiasmo 2019: 3). Pajak sebagaimana diatur dalam undang-

undang no 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara terutang 

oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

b. Fungsi Pajak  

 Resmi (2023: 4) menyatakan pajak memiliki dua fungsi utama 

yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (Regularend) 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak adalah salah satu komponen utama dalam struktur 

pendapatan negara. Kontribusi pajak dalam mengisi kas negara 

memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan 

negara. Pajak dalam pemerintah menjadi salah satu mekanisme 

utama yang digunakan dalam dua aspek krusial yaitu membiayai 

pengeluaran negara dan mendukung pembangunan di sektor 

ekonomi dan sosial. 
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2. Fungsi mengatur(Regularend) 

Pajak tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan 

pendapatan bagi negara tetapi juga memiliki peran dalam mengatur 

dan melaksanakan kebijakan di sektor ekonomi dan sosial. 

Misalnya penerapan tarif pajak ekspor 0%, bertujuan untuk 

menarik pengusaha mengekspor produksinya yang dapat membesar 

devisa negara. 

c. Jenis Pajak 

 Pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut 

golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Resmi 2023: 7) 

1. Menurut golongan 

a. Pajak langsung 

Pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang 

artinya pajak dibebankan langsung atau ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak. Salah satu contohnya ialah pajak penghasilan (PPH), 

PPh di tanggung sendiri oleh wajib pajak yang menerima 

pendapatan. 

b. Pajak tidak langsung 

Pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak 

tertentu, tetapi pada akhirnya dapat dibebankan atau ditagihkan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung timbul 

dari aktivitas atau transaksi tertentu yang menimbulkan pajak 

terutang, seperti terjadi penyerahan barang atau jasa. Salah satu 
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contoh dari pajak tidak langsung ialah pajak pertambahan nilai 

(PPN). PPN seharusnya ini dibayar oleh produsen atau penjual, 

tetapi beban pajaknya diteruskan kepada pelanggan dengan cara 

pajak dimasukkan ke dalam harga jual barang atau jasa.   

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak subjektif 

Pembebanan pajak bergantung pada situasi dan kondisi 

pribadi dari wajib pajak. Pajak dikenakan berdasarkan pada 

karakteristik dan keadaan finansial atau individu wajib pajak. 

Contohnya pajak penghasilan (PPH),  perhitungan pajak 

dipengaruhi oleh keadaan pribadi wajib pajak misalnya status 

pernikahan dan jumlah tanggungan. 

b. Pajak objektif 

Pembebanan pajak berdasarkan pada benda atau transaksi 

yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan finansial 

atau pribadi wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak pusat 

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah  pusat 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran nasional. Contoh : 

pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang 

mewah (PPnBM)  

b. Pajak daerah 
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Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah 

meliputi: 

1. Pajak provinsi  contoh : pajak kendaraan bermotor , bea 

balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

2. Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran 

dan pajak hiburan. 

c. Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas 

pemunggutan dan system pemungutan pajak (Mardiasmo 2019: 9). 

1) Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

a) Stelsel Nyata (Riel stelsel) 

  Pengenaan pajak dientukan pada objeknya sehingga pajak 

baru bisa dipungut pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

diketahui besarnya pendapatan aktual. Sistem ini mempunyai 

manfaat dan kerugian. Salah satu manfaatnya adalah pajak 

yang dikenakan lebih akurat sesuai dengan pendapatan 

sebenarnya. Sementara itu, kerugian dalam stelsel ini adalah 

pajak hanya dapat dikenakan setelah pendapatan aktual 

diketahui yaitu pada akhir periode. 

b) Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel)  
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  Pengenaan pajak ditentukan oleh suatu asumsi yang 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya, pendapatan 

pada tahun berjalan diasumsikan sama dengan pendapatan 

tahun sebelumnya yang memungkinkan perhitungan pajak 

terutang di awal tahun. Keuntungan dari skema ini adalah 

pajak dapat dibayar dalam tahun berjalan tanpa perlu 

menunggu hingga akhir tahun. Namun skema ini mempunyai 

kerugian yaitu pajak yang dibayarkan mungkin tidak secara 

akurat mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. 

c) Stelsel Campuran 

  Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pajak 

terutang dihitung berdasarkan asumsi pada awal tahun dan 

kemudian disesuaikan dengan keadaan sebenarnya ada akhir 

tahun pajak. Jika jumlah pajak sebenarnya lebih tinggi 

daripada pajak menurut asumsi maka wajib pajak harus 

melunasi selisihnya. Namun, jika jumlah pajak sesungguhnya 

lebih kecil dari jumlah pajak menurut asumsi, maka wajib 

pajak dapat melakukan restitusi atau kompensasi pajak. 

2) Asas Pemungutan Pajak 

a) Asas Domisili  

Asas ini juga dikenal dengan asas tempat tinggal yang 

mengatur pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili 

wajib pajak. hal ini memungkinkan negara untuk mengenakan 
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pajak atas semua penghasilan individu yang berada di 

wilayahnya, yang mencakup penghasilan yang diperoleh dari 

dalam maupun dari luar negeri. 

b) Asas Sumber  

Negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas 

penghasilan yang dihasilkan dari wilayahnya, tanpa 

memperhatikan domisili wajib pajak. 

c) Asas Kebangsaan 

Menghubungkan kewajiban perpajakan dengan 

kewarganegaraan seseorang, artinya pajak dapat dikenakan 

berdasarkan kewarganegaraan seseorang. 

3) Sistem Pemungutan Pajak 

a) Official Assessment System  

 Dalam sistem ini fiskus berperan aktif terhadap pajak 

terutang wajib pajak, fiskus atau pemerintah memiliki 

wewenang untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak 

yang harus dibayar wajib pajak. Pemerintah bertanggung 

jawab penuh atas insiatif dan tindakan yang terlibat dalam 

penentuan dan pemungutan pajak. Salah satu pajak yang 

menerapkan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan 

(PBB). 
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b) Self Assessment System  

 Dalam sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak itu 

sendiri, wajib pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan 

perpajakan, ini meliput dari perhitungan pajak hingga 

pelaporan pajak terhadap fiskus. Wajib pajak memiliki 

pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan perpajakan.  

Salah satu contoh penerapan dari sistem ini adalah pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

c) Withholding System  

 Sistem ini dikenal dengan sistem pemotongan atau 

pemungutan, yaitu suatu cara pembayaran pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain fiskus dan 

wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus 

dibayar. Dalam sistem ini pihak ketiga bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pajak terutang wajib pajak. Salah satu contoh dari 

penerapan sistem ini adalah bendahara perusahaan yang 

memotong pajak penghasilan karyawan. 

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

Ilma’nun (2023: 49) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tingkat 

ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak terhadap berbagai aspek dalam  

sistem perpajakan. Ini mencakup ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan 

diri, pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui surat pemberitahuan, 

menghitung dan membayar  pajak yang terutang sesuai  peraturan yang 
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berlaku, dan mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu serta mencakup 

aspek pembayaran tunggakan pajak. Terdapat dua kategori kepatuhan dalam 

perpajakan yakni: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal mengacu pada keadaan ketika seorang wajib 

pajak memenuhi seluruh persyaratan formal perpajakan yang ditetapkan 

oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal meliputi pengajuan 

dokumen, laporan, dan pemberitahuan perpajakan berdasarkan waktu dan 

tata cara yang diterapkan. Dalam konteks ini, wajib pajak diharapkan 

mematuhi prosedur administrasi yang diatur oleh undang-undang. 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material berkaitan dengan pemahaman dan penerapan yang 

benar terhadap seluruh isi undang-undang perpajakan yang relevan. Hal ini 

mencakup pemahaman tentang jenis penghasilan yang kena pajak, tarif 

pajak yang berlaku, serta segala ketentuan pengurangan dan penghitungan 

pajak yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Kepatuhan material 

mencerminkan komitmen moral dan etika dalam memenuhi kewajiban 

pajak secara jujur dan transparan. 

Kepatuhan material juga bisa mencakup aspek-aspek formal, namun 

perbedaannya terletak pada kedalaman pemahaman dan implementasi atas 

aturan-aturan perpajakan tersebut. Kedua jenis kepatuhan ini memiliki 

peran penting dalam menjaga  integritas sistem perpajakan. Kepatuhan 

formal memberikan kerangka administratif yang terstruktur untuk 
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pelaporan dan penyetoran pajak,  sementara kepatuhan material menjamin 

pemahaman dan pelaksanaan  yang benar terhadap ketentuan perpajakan 

yang lebih substansial. 

2.1.5 Kepercayaan Pada Pemerintah 

Kepercayaan kepada pemerintah mengacu pada keyakinan masyarakat 

terhadap moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari 

kebijakan pemerintah (Zainudin et al., 2022). Kepercayaan ini penting untuk 

ditumbuhkan oleh pemerintah, agar masyarakat yakin bahwa segala tindakan 

yang dilakukan pemerintah adalah demi kepentingan bangsa dan negara, 

bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Sistem pemerintah dan 

perundang-undangan perpajakan telah berkontribusi dalam meningkatkan 

kepercayaan terhadap pemerintah. Sistem perpajakan yang sudah dibangun 

juga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka yakin 

bahwa kontribusi pajak mereka tidak disalahgunakan. 

Kepercayaan memainkan peran penting untuk mempengaruhi motivasi 

wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan 

lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika mereka memiliki 

kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem peradilan. Wajib pajak yang 

tidak percaya kepada pemerintah cenderung mempertanyakan metode yang 

digunakan pemerintah dalam memperoleh dan mengalokasikan dana pajak 

(Jamel & Cheisviyanny, 2024). ketika wajib pajak percaya pada kemampuan 

pemerintah, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan perpajakan. Disisi 



22 

 

 
 

lain, kurangnya kepercayaan pada pemerintah dapat menyebabkan pembayar 

pajak menganggap tarif pajak terlalu tinggi. 

2.1.6 Moral Pajak 

Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral yang dimiliki individu 

untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi kepada masyarakat 

melalui pembayaran pajak (Torgler dalam Martinez-Vazquez et al., 2021). 

Moral pajak adalah motivasi bawaan yang mendorong individu untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan kewajiban moral tidak 

tergantung pada tekanan eksternal, melainkan pada keyakinan pribadi 

pembayar pajak tentang apa yang benar dan salah. Moral pajak dapat diartikan 

sebagai prinsip-prinsip moral atau nilai individu terhadap kewajiban 

perpajakan. Kepatuhan masyarakat dapat dipengaruhi dengan pendekatan 

moral terhadap masyarakat, hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat 

secara sadar untuk berkontribusi atas dasar hukum dan moral demi 

kepentingan umum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi moral pajak, 

antara norma sosial, perasaan bersalah dan malu, rasa kewajiban, dan rasa 

takut (Sihombing & Nuryanah, 2024). Menurut (Luttmer & Sighnal dalam 

Martinez-Vazquez et al., 2021) terdapat lima mekanisme yang dapat 

membentuk moral pajak yaitu:  

1. Motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri individu. 

2. Timbal balik, berkaitan dengan keuntungan yang dirasakan dari dalam 

pembayar pajak. 
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3. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan, berkaitan pada pandangan 

tindakan orang lain atau lingkungan. 

4. Faktor budaya yang dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak 

5. Tidak sempurnanya informasi (sebagai contoh individu slah memahami  

kemungkinan terdeteksi dalam penghindaran pajak). 

2.1.7 Persepsi Keadilan Pajak 

 Persepsi keadilan pajak merupakan sudut pandang wajib pajak terhadap 

penerapan kebijakan perpajakan oleh pemerintah, ini mencakup evaluasi 

apakah pajak telah dikelola secara adil (Zainudin et al., 2022). Implementasi 

pajak yang harus dibahas mencakup seluruh proses dari pengumpulan pajak 

hingga pengalokasian dan penggunaannya. Keadilan pajak berkaitan dengan 

cara individu yang memandang pembayaran pajak sebagai prosedur yang adil, 

berdasarkan perlakuan dan manfaat yang mereka terima sebagai imbalan atas 

kontribusi mereka. Ada dua faktor mempengaruhi persepsi, yaitu faktor 

eksternal yang berkaitan dengan lingkungan dan situasi, yang bersumber dari 

penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak dan faktor internal 

yang berkaitan dengan karakteristik individu, persepsi ini  berasal dari 

penilaian wajib pajak berdasarkan kepentingan dalam dirinya sendiri 

(Rosmawati, 2021). 

 Keadilan dibangun melalui penyelenggaraan perpajakan untuk membiayai 

pengeluaran umum yang didasarkan pada tingkat kekayaan dan pendapatan 

masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan perpajakan 
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yang efektif di suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

mempertimbangkan keyakinan publik mengenai keadilan sistem perpajakan 

dalam rangka mendorong kepatuhan dan penerimaan kebijakan perpajakan. 

Persepsi publik memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku tidak 

patuh apabila publik yakin bahwa sistem perpajakan yang berlaku tidak adil. 

Menurut (Gerbing dalam Wardani, 2021) terdapat 5 dimensi untuk mengukur 

persepsi keadilan pajak, yaitu :  

1. Keadilan umum, ini mengacu pada kondisi ketika wajib pajak yakin bahwa 

beban pajak yang dikenakan sesuai dengan pendapatan wajib pajak. Selain 

itu, keadilan pajak tidak hanya meliputi distribusi beban pajak yang adil 

tetapi juga integritas kebijakan pajak yang dilaksanakan dengan adil dan 

bebas dari penyalahgunaan otoritas pajak. Kepercayaan wajib pajak 

terhadap sistem perpajakan dapat melemah apabila terdapat kesenjangan 

antara pendapatan dengan pajak yang dibayarkan, disertai adanya persepsi 

adanya kecurangan terhadap pajak. Sebaliknya wajib pajak akan 

memandang pajak sebagai sesuatu yang adil dan wajar dibandingkan 

sebagai beban jika wajib pajak sadar akan kebijakan yang berlaku dan 

adanya rasa keadilan dalam perpajakan. 

2. Timbal balik pemerintah,  yaitu keuntungan yang diperoleh masyarakat 

dari pemerintah sebagai imbalan atas pembayaran pajak. Seperti yang 

diketahui, pajak merupakan pembayaran wajib yang dibayarkan kepada 

pemerintah tanpa timbal balik langsung. Ketika masyarakat memenuhi 

kewajiban perpajakan, masyarakat mengharapkan adanya timbal balik dari 
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pemerintah secara nyata baik dalam peningkatan kesejahteraan maupun 

peningkatan fasilitas umum dan sistem birokrasi. Timbal balik yang 

didapatkan masyarakat sebagai imbalan atas pembayaran pajak dapat 

berdampak pada persepsi masyarakat terkait keadilan pajak. jika 

masyarakat berpendapat bahwa pembayaran pajak yang dilakukan tidak 

sebanding dengan keuntungan yang diterima, yang dapat menyebabkan 

muncul persepsi negatif tentang keadilan pajak. 

3. Ketentuan-ketentuan khusus. Apabila ketentuan ini menimbulkan 

kesenjangan dan menguntungkan pihak tertentu maka akan muncul 

paradigma bahwa pemerintah memihak pihak tertentu dan dapat 

menimbulkan persepsi tidak adil pada wajib pajak.   

4. Struktur tarif pajak, struktur tarif pajak memiliki peran dalam membentuk 

persepsi keadilan pajak. Ketika beban pajak tidak sesuai dengan beban 

pendapatan individu atau tarif pajak yang berlaku, hal ini dapat 

menimbulkan persepsi tidak adil salam sistem perpajakan. Di sisi lain, jika 

struktur tarif pajak sesuai dengan pendapatan atau kemampuan wajib 

pajak, hal ini dapat mendorong persepsi positif tentang sistem pajak yang 

diterapkan. 

5. Kepentingan pribadi, berkaitan dengan penilaian wajib pajak  kepada 

lingkungan sekitar, yaitu perbandingan kontribusi pajak secara pribadi 

lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pajak orang lain. 
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2.2 Pajak Dalam Pandangan Islam 

Dalam istilah Arab pajak  dikenal dengan Adh-Dharibah , yang berasal 

dari kata  ضزب , يضزب, ضزتا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Secara terminologi, 

dharibah dapat diartikan sebagai harta yang dikumpulkan negara secara wajib, 

disamping  jizyah dan kharaj. Dalam hukum Islam klasik terdapat tiga sistem 

pemungutan pajak. Pertama, jizyah (pajak kepala) adalah pajak yang harus 

dibayar oleh non- muslim di bawah pemerintah islam. Kedua, kharaj, yaitu pajak 

bumi dan terakhir „usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor 

dan ekspor) (Zahroh & Harkaneri, 2020). 

Meskipun jizyah dan kharaj secara umum dapat dikategorikan dharibah 

(Hakim, 2021). Dalam al-qur’an terdapat kata jizyah yang dikategorikan dalam 

pajak yaitu terdapat pada Qs At-Taubah (9):29 

ُ وَرَسُوْلُ  مَ اللّٰه هُوْنَ هَا حَزَّ خِزِ وَلََ يحَُزِّ ِ وَلََ تاِلْيوَْمِ الَْٰ وَلََ يدَِيْنوُْنَ ه  قاَتلِوُا الَّذِيْنَ لََ يؤُْهِنوُْنَ تاِللّٰه

هُنْ صٰغِزُوْنَ  ٩٢۝ࣖ دِيْنَ الْحَقِّ هِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰةَ حَتهى يعُْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يَّدٍ وَّ  

Artinya :Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 

akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan 

(oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak 

(Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan 

Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka 

tunduk. 

 

Dalam bidang ekonomi, pajak merupakan salah satu jenis muamalah yang 

dibiayai oleh masyarakat secara keseluruhan atau dilaksanakan atas nama negara. 

Islam memperbolehkan pajak demi kemaslahatan bersama. Saat ini membayar 

pajak menjadi tanggung jawab setiap warga negara suatu negara, karena sumber 

daya pemerintah sering kali tidak mampu memenuhi pengeluaran negara. 
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Pendanaan yang tidak memadai untuk pengeluaran tersebut  dapat mengakibatkan 

kemudharatan (Arrighi et al., 2022). 

 Menurut Abu Yusuf & Ibnu Khaldun seorang penguasa dapat mengenakan 

pajak kepada rakyatnya berdasarkan prinsip kemurahan dan keadilan,  serta tanpa 

membebani masyarakat secara berlebihan terutama jika hal itu mempengaruhi 

kebutuhan dasar masyarakat (Arrighi et al., 2022). Sesuai dengan kaidah asal 

bahwa harta manusia haram diambil jika tidak ada alasan yang sah, maka hanya 

penguasa sah yang berwenang untuk menetapkan peraturan demi kesejahteraan  

umum. Apabila harta tersebut diambil atau dibagikan secara batil, maka praktik 

tersebut termasuk dalam kategori mulks yang dilarang keras dalam hadits (Hakim, 

2021). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik 

yang sama dengan penelitian yang digunakan sebagai acuan dan referensi bagi 

penulis selama proses penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama /tahun Judul Variabel Hasil  

1.  Ari Yulianti, 

Asep 

Kurniawan, 

dan Indah 

Umiyati 

(2019) 

Pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan 

dan persepsi 

keadilan 

terhadap 

tingkat 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Pengetahuan 

perpajakan (X1) 

persepsi 

Pengetahuan 

perpajakan dan 

persepsi keadilan 

berpengaruh 

terhadap wajib 

pajak kepatuhan, 

sedangkan 
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kepatuhan 

wajib pajak 

melalui 

kepercayaan 

keadilan pajak 

(X2),  

variabel 

moderasi: 

kepercayaan 

kepercayaan 

tidak memediasi 

pengaruh 

pengetahuan 

perpajakan 

terhadap kepatuhan 

dan persepsi 

keadilan terhadap 

kepatuhan. 

2.  Dody 

Radityo, 

Lintje 

Kalangi dan 

Hendrik 

Gamalie 

(2019) 

Pengujian 

model 

kepatuhan 

pajak sukarela 

pada wajib 

pajak orang 

pribadi di 

kantor 

pelayanan 

pajak pratama 

manado 

Denda pajak 

(X1) Keadilan 

Prosedural (X2) 

Kepercayaan 

pada otoritas 

pajak (M) 

Kepatuhan 

Pajak Sukarela 

(Y) 

Keadilan 

prosedural terkait 

dengan 

kepercayaan pada 

otoritas pajak. 

selain itu 

kepercayaan pada 

otoritas pajak 

terkait dengan 

kepatuhan pajak 

sukarela. 

Kepercayaan pada 

otoritas pajak 

merupakan sebuah 

pemediasi penting 

pada keadilan 

prosedural sebagai 

sarana 

3.  Seyyed Yaser 

Ebrahimian 

Jolodar, 

Presenting the 

model of tax 

compliance: 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Keadilan pajak, 

sikap wajib pajak, 

kepercayaan pada 
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Masoud 

Ahmadi dan 

Niloofar 

Imankhan 

(2019) 

the role of 

social- 

psychological 

factors 

Variabel (X): 

keadilan pajak, 

sikap wajib 

pajak, 

kepercayaan 

pada otoritas, 

dan moral pajak. 

otoritas, dan moral 

pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak. 

4.  Sonnur Aktaş 

Güzela, 

Gökhan 

Özerb, 

Murat 

Özcanc,  

(2019) 

The effect of 

the variables 

of tax justice 

perception 

and trust in 

government 

on tax 

compliance: 

the case of 

turkey 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Persepsi 

keadilan pajak 

(X1), 

kepercayaan 

pada pemerintah 

(X2)  

Terdapat hubungan 

positif dan 

signifikan antara 

kepercayaan 

terhadap 

pemerintah 

terhadap kepatuhan 

melalui persepsi 

keadilan pajak, ada 

pengaruh  positif 

dan signifikan  

kepercayaan 

terhadap 

pemerintah 

terhadap kepatuhan 

pajak, serta 

kepercayaan 

terhadap 

pemerintah 

memiliki pengaruh 

terhadap persepsi 

keadilan pajak 

5.  Z Zulkarnain kepatuhan Variabel (Y): Pengetahuan 
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dan Elvan 

Alvian 

Iskandar 

(2019) 

wajib pajak 

melalui 

pengetahuan 

perpajakan 

dan 

kepercayaan 

pada 

pemerintah 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Pengetahuan 

pajak (X1) 

Kepercayaan 

kepada 

pemerintah(X2) 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dan 

kepercayaan pada 

pemerintah tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, serta 

variabel bebas 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

6.  Heang Boong 

Taing & 

Yongjin 

Chang (2020) 

Determinants 

of tax 

compliance 

intention: 

focus on the 

theory of 

planned 

behavior 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Moral pajak, 

Keadilan pajak, 

kepercayaan 

pada 

pemerintah, 

kompleksitas 

pajak, informasi 

pajak dan  

kesadaran pajak  

Moral pajak, 

keadilan pajak, dan 

kompleksitas pajak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

secara terhadap 

niat kepatuhan 

paja, sementara 

kekuatan otoritas, 

kepercayaan pada 

pemerintah, 

informasi pajak, 

dan kesadaran 

pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap niat 

kepatuhan pajak. 
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7.  Mursalin 

(2020) 

Pengaruh 

moral wajib 

pajak, 

penghindaran 

pajak, sanksi 

perpajakan, 

dan sikap 

wajib pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi 

di kantor 

pelayanan 

pajak Pratama 

Palembang 

Seberang Ulu 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Moral wajib 

pajak (X1), 

Penghindaran 

pajak (X2), 

Sanksi pajak 

(X3) dan Sikap 

wajib pajak 

(X4). 

Moral pajak dan 

penghindaran pajak 

tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

sedangkan sanksi 

pajak dan sikap 

wajib pajak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Selain 

itu, secara simultan 

keempat variabel 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

8.  Ferry Ayu 

Wardani 

(2021)  

Persepsi 

keadilan dan 

kepatuhan 

pajak pada 

wajib pajak 

pengusaha 

dan pekerja di 

kota salatiga  

Kepatuhan 

wajib pajak (Y) 

Persepsi 

keadilan (X) 

Penelitian ini 

menunjukkan 

pekerja dengan 

withoding tax 

system lebih patuh 

pajak daripada 

pengusaha dengan 

self assessment 

system, namun 

tidak terdapat 

perbedaan persepsi 

keadilan antara 

kedua kelompok 

tersebut 
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9.  Rosmawati 

(2021) 

Persepsi 

keadilan pajak 

terhadap 

perilaku 

kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Keadilan Pajak 

Dalam penelitian 

ini persepsi 

keadilan pajak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

10.  Yusri 

Huzaimi Mat 

Jusoh, Farah 

Ahlami 

Mansor, Siti 

Noor 

Azmawaty 

Abd Razak 

dan Wan 

Nurul Basirah 

Wan 

Mohamad 

Noor (2021) 

The effects of 

tax 

knowledge, 

tax 

complexity 

and tax 

morale 

towards tax 

compliance 

behaviour 

among 

salaried group 

in malaysia 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Pengetahuan 

pajak (X1), 

kompleksitas 

pajak (X2) dan 

moral pajak 

(X3) 

Pengetahuan pajak, 

kompleksitas dan 

moral pajak 

terbukti memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

perilaku kepatuhan 

pajak di antara 

kelompok 

karyawan. 

11.  Fardan 

Ma’ruf 

Zainudin, 

Rahadi 

Nugroho dan 

Hanik 

Susilawati 

Muamarah 

(2022) 

Pengaruh 

kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

terhadap 

kepatuhan 

pajak dengan 

persepsi 

keadilan pajak 

sebagai 

variabel 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

Variabel 

intervening: 

persepsi 

keadilan pajak 

Kepercayaan 

kepada pemerintah 

berpengaruh positif 

terhadap persepsi 

keadilan pajak dan 

kepatuhan pajak, 

Persepsi keadilan 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan pajak, 

dan persepsi 
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intervening keadilan pajak 

memediasi 

hubungan antara 

kepercayaan 

kepada pemerintah 

terhadap kepatuhan 

pajak. 

12.  Fransisca 

Dyah 

Anggraini dan 

Khairunisa 

(2022) 

Pengaruh 

keadilan, 

sosialisasi, 

dan sanksi 

pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Keadilan (X1), 

sosialisasi (X2), 

dan sanksi pajak 

(X3) 

Keadilan pajak 

tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak, 

sosialisasi dan 

sanksi pajak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

pajak. 

13.  Endah 

Purnama Sari, 

Yuliana 

Gunawan dan 

Elvina (2022) 

Pengaruh 

kepercayaan 

kepada 

pemerintah, 

Kebijakan 

insentif dan 

manfaat pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

Kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

(X1), Kebijakan 

Insentif Pajak 

(X2), dan 

manfaat pajak 

(X3) 

Hasil menunjukkan 

bahwa baik secara 

parsial dan 

simultan 

kepercayaan 

kepada pemerintah, 

kebijakan insentif 

pajak dan manfaat 

pajak berpengaruh 

kepada kepatuhan 

wajib pajak. 

14.  Dwi 

Nasihatul 

Pengaruh tax 

morale, tax 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

Tax morale, tax 

knowledge dan e-
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Lailiyah dan 

Sri Andriani  

(2023) 

knowledge 

dan e-tax 

system dengan 

sanksi pajak 

sebagai 

variabel 

moderating 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

orang pribadi. 

wajib pajak 

Variabel (X): 

tax morale (X1), 

tax knowledge  

(X2) dan e-tax 

system (X3) 

Variabel 

moderasi: 

sanksi pajak 

tax system 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak 

sedangkan sanksi 

pajak tidak 

memoderasi 

hubungan tersebut 

15.  Ruland 

Tuhumena, 

Syaikhul 

Falah dan 

Hesty T. Salle 

(2023) 

The effect of 

trust in 

government 

and 

perceptions of 

tax justice on 

tax 

compliance 

with job type 

as moderation 

(empirical 

study on 

individual 

taxpayers 

registered at 

jayapura 

primary tax 

service office) 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (x): 

Kepercayaan 

pada pemerintah 

dan persepsi 

keadilan pajak  

Variabel 

moderasi: 

Jenis pekerjaan 

Kepercayaan pada 

pemerintah dan 

persepsi keadilan 

pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan pajak. 

sedangkan jenis 

pekerjaan tidak 

mampu 

memoderasi 

kepercayaan pada 

pemerintah dan 

persepsi keadilan 

pajak terhadap 

kepatuhan pajak. 

16.  Bantalia Pengaruh Variabel (Y) Kepatuhan wajib 
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(2024) pengetahuan 

pajak, moral 

pajak dan 

sanksi pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

kepatuhan pajak 

Variabel (X1) 

pengetahuan 

pajak, moral 

pajak (X2) dan 

sanksi pajak 

(X3) 

pajak tidak 

terpengaruh oleh 

pemahaman wajib 

pajak tentang 

pajak. Terdapat 

korelasi yang baik 

antara kepatuhan 

wajib pajak dan 

moralitas dengan 

sanksi pajak.  

17.  Dewi 

Prastiwi, 

Nadya 

Ramadhani 

Endrasti, dan 

Yuni 

Khoirotul 

Abdiyah 

(2024) 

Trust and tax 

compliance in 

Indonesia 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (x): 

Kepercayaan  

Variabel 

moderasi: 

Gender 

Kepercayaan dapat 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak., tetapi  

gender tidak 

memoderasi 

kepercayaan 

terhadap kepatuhan 

18.  Ishma Annisa, 

Suparna 

Wijaya 

(2024) 

Yosu (moral 

obligation, tax 

fairness, and 

government 

trust in 

taxpayer 

compliance) 

Variabel (Y): 

Kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (X): 

kewajiban 

Moral (X1), 

keadilan pajak 

(X2), dan 

kepercayaan 

pada 

Kewajiban moral 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak UMKM 

sedangkan  

keadilan pajak dan 

kepercayaan pada 

pemerintah tidak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 
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pemerintah(X3) wajib pajak 

UMKM . 

19.  Monica 

Fitrianedi 

Jamel dan 

Charoline 

Cheisviyanny 

(2024) 

Pengaruh 

kepercayaan 

pada 

pemerintah 

dan persepsi 

keadilan pajak 

terhadap 

kepatuhan 

pajak 

Variabel (Y): 

Kepatuhan pajak 

Variabel (x) : 

Kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

Variabel 

mediasi: 

Persepsi 

keadilan pajak 

Kepercayaan pada 

pemerintah  dan 

persepsi keadilan 

mempunyai 

dampak positif dan 

signifikan terhadap 

tingkat ketaatan 

pajak. Selain itu, 

kepercayaan pada 

pemerintah 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

keadilan pajak. 

20.  Yosep Harry 

Kristian 

Silaen dan  

Herlina 

Helmy (2024) 

Pengaruh 

norma sosial 

dan 

kepercayaan 

kepada 

pemerintah 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

Variabel (Y): 

Kepatuhan pajak 

Variabel (X) : 

Norma pribadi 

(X1), Norma 

deskriptif (X2), 

Norma injunktif 

(X3), Norma 

subjektif (X4) 

dan 

Kepercayaan 

pada pemerintah 

(X5) 

Norma personal 

dan norma 

larangan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

sedangkan  norma 

deskriptif 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. selain itu, 

Kepercayaan 

pemerintah 

berpengaruh positif 
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terhadap kepatuhan 

pajak melalui 

variabel norma 

personal 

2.4 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelas kan di atas 

maka dapat disusun kerangka penelitian dari pengaruh kepercayaan pada 

pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah oleh penulis,2024 

Kepercayaan pada 

pemerintah (X1) 

H1 

 

Moral pajak (X2) 

 

Kepatuhan wajib pajak 

(Y) 
H2 

H3 
Persepsi keadilan pajak 

(X3) 

H4 
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Keterangan :  

pengaruh secara Parsial 

   pengaruh secara simultan  

2.5 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan asumsi yang memiliki kemungkinan benar dan 

berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, mengatasi  masalah atau 

sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Meskipun asumsi ini  dianggap sebagai  data, 

namun adanya potensi ketidakakuratannya perlu dilakukan pengujian dengan 

memakai data hasil observasi sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Adapun hipotesis penulis dirumuskan sebagai berikut: 

2.5.1 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan 

Wajib  Pajak Orang Pribadi. 

Menurut Slippery Slope Theory wajib pajak akan mematuhi pemerintah ketika 

memiliki kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas  (Kirchler et al 

dalam Jamel & Cheisviyanny, 2024). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat diatasi 

dengan kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan 

otoritas. Kepercayaan wajib pajak muncul melalui proses perpajakan yang 

dijalankan oleh pemerintah transparan dan akuntabilitas (Wahl et al dalam 

Zainudin et al., 2022). Sebaliknya, wajib pajak akan menganggap bahwa otoritas 

pajak mempunyai kekuatan jika sistem perpajakan beroperasi dengan efektif dan 

tegas (Prinz et al., 2014 dalam (Jamel & Cheisviyanny, 2024)) 

Berdasarkan Slippery Slope Theory, ketika wajib pajak memiliki 

kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan 
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meningkat (Zainudin et al., 2022). Kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya 

kasus terkait pajak seperti penggelapan dana pajak, penyalahgunaan kekuasaan 

oleh otoritas pajak hal ini dapat memotivasi masyarakat untuk tidak patuh, karena 

masyarakat tidak ingin pajak yang telah dibayar disalah gunakan oleh pemerintah. 

Pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat 

bahwa pemerintah bekerja untuk kebaikan negara dan bangsa, bukan hanya untuk 

kepentingan golongan tertentu. Ketika pemerintah menunjukkan kinerja nyata 

yang memberi manfaat bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga 

pemerintah kemungkinan besar akan meningkat, peningkatan ini akan 

mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini sesuai 

dengan temuan dari (Sari et al., 2022), (Jamel & Cheisviyanny, 2024) dan 

(Prastiwi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, 

maka hipotesis yang dapat diturunkan sebagai berikut:  

H1 : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan    

wajib pajak orang pribadi. 

2.5.2 Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang   

Pribadi. 

Menurut Theory of Planned Behavior salah satu unsur yang mempengaruhi 

niat individu adalah sikap. Sikap mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki 

penilaian yang baik atau buruk terhadap perilaku yang dimaksud (Ajzen dalam 

Taing & Chang, 2021). Menurut Theory of Planned Behavior dalam kepatuhan 

pajak sikap dikaitkan dengan moral pajak, yang mengacu pada motivasi intrinsik 
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wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang berasal dari 

kewajiban moral untuk berkontribusi kepada masyarakat (Taing & Chang, 2021). 

Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi akan memiliki niat untuk 

patuh yang tinggi memungkinkan terciptanya kepatuhan sukarela, hal ini 

dikarenakan adanya motivasi intrinsik yang berakar pada persepsi bahwa 

membayar pajak merupakan kewajiban (Clummings dalam Taing & Chang, 

2021). Moral pajak berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan masyarakat, yang 

pada gilirannya memaksimalkan penerimaan pajak. Ini sesuai dengan temuan dari 

penelitian (Lailiyah & Andriani, 2023), (Bantalia, 2024) dan (Jolodar et al., 2019) 

yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan 

oleh moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, maka 

hipotesis yang dapat diturunkan sebagai berikut:  

H2 : Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak 

orang  pribadi. 

2.5.3 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. 

Norma subjektif merupakan komponen dalam theory planned behavior. 

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan individu yang 

mempengaruhi individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku 

(Ajzen dalam Taing & Chang, 2021). Dalam konteks pajak, tekanan sosial 

dikaitkan dengan tingkat keadilan dalam sistem pajak. Ketidakpatuhan wajib 

pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku tidak adil otoritas atau pemerintah 

memperlakukan wajib pajak. (Taing & Chang, 2021)). Jika wajib pajak yakin 
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bahwa pajak yang dibayarkan dialokasikan dengan benar dan menerima timbal 

balik yang adil,  maka wajib pajak akan mematuhi peraturan pemerintah (Radityo 

et al., 2019). Ketika masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap pemerintah 

mengenai keadilan pajak, hal ini mendorong kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan perpajakan, sebaliknya ketika persepsi masyarakat terhadap pemerintah 

negatif dapat mengakibatkan rendanya tingkat kepatuhan masyarakat. Ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamel & Cheisviyanny, 2024), 

(Rosmawati, 2021) dan (Yulianti & Kurniawan, 2019) yakni terdapat korelasi 

positif antara persepsi wajib pajak pada keadilan pajak dengan  tingkat kepatuhan 

pajak. Tingkat kepatuhan dan ketaatan publik terhadap pemerintah cenderung 

meningkat ketika individu menganggap kebijakan pemerintah adil terhadap wajib 

pajak. Dari penjelasan ini, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:  

H3 : Persepsi  keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib           

pajak orang pribadi. 

2.5.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi 

Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

 Variabel non-ekonomi  seperti kepercayaan pada pemerintah, moral pajak 

dan persepsi keadilan pajak dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif 

tentang kepatuhan pajak yang akan berdampak pada terciptanya kepatuhan 

sukarela (Aktaş Güzel et al., 2019). Kepercayaan menekankan hubungan antara 

wajib pajak dengan tindakan pemerintah (Jolodar et al., 2019). Wajib pajak akan 

mendukung pemerintah terkait pajak apabila mereka menganggap pemerintah 
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dapat dipercaya (Aktaş Güzel et al., 2019). Kepatuhan pajak akan meningkat 

seiring dengan peningkatan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah. 

 Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral untuk memenuhi 

kewajiban pajak dan  berkontribusi kepada masyarakat melalui pembayaran pajak. 

Beberapa wajib pajak membayar pajak karena wajib pajak percaya itu adalah 

tindakan yang benar. Moral pajak berkontribusi dalam mengurangi penghindaran 

pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Jolodar et al., 2019). 

 Setiap peningkatan persepsi keadilan akan meningkatkan kepatuhan pajak 

(Aktaş Güzel et al., 2019). Wajib pajak menganggap sistem perpajakan tidak adil 

ketika wajib pajak tidak bisa mendapatkan timbal balik yang sepadan dengan 

pajak yang dibayarkan.  Persepsi keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan 

pajak. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan sebagai 

berikut: 

H4: Kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak   

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian   

 Penelitian ini dilakukan di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama 

Pekanbaru tampan, yang beralamat di jalan Ring Road, Gg.Arengka II Jalan SM 

Amin, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan subjek/objek yang memiliki kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian 

diambil kesimpulannya (Sinambela 2021: 158).  Pada penelitian ini populasi yang 

digunakan ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. 

 Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sinambela 2021: 160). Teknik sampling adalah teknik yang untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan Teknik Non-probability sampling dengan metode purposive 

sampling di mana teknik pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan peneliti. Pada penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dengan 

kriteria tertentu yaitu : 

1. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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Apabila jumlah populasi diketahui, maka banyak sampel dapat dihitung 

menggunakan rumus Taro Yamane (Sugiyono 2018; 149), Rumus Taro Yamane 

dinyatakan sebagai berikut: n = 
 

     
 

n = Ukuran sampel yang diinginkan 

N = Ukuran populasi  

e = Tingkat kesalahan yang diizinkan (dalam persentase desimalnya)  

Diketahui :  

n = Jumlah Sampel  

N = 273.718  

d = 10% 

n= 
 

      

n= 
       

                
 

n= 
       

               
 

n= 
       

          
 

n= 
       

        
= 99,96 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh hasil 99,96 yang berarti penelitian 

ini memerlukan sampel  kurang lebih sebanyak 100 wajib pajak orang yang 

terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif  

dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan 
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menggunakan instrumen penelitian serta analisis data statistik untuk menguji 

populasi atau sampel tertentu (Sugiyono 2018: 23) 

 Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer mengacu pada data penelitian yang didapat dari hasil 

penelitian langsung di lapangan, seperti pendapat responden. Data primer yang 

digunakan dalam penelitian bersumber dari kuesioner yang di isi oleh responden, 

yaitu para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

 Data sekunder merupakan data yang didapatkan bukan dari sumber 

pertama misalnya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Data sekunder 

menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan masalah, informasi ini bisa dalam bentuk 

konsep atau teori.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini kuesioner (angket) digunakan untuk memperoleh data 

primer dengan skala likert sebagai alat ukur. Skala likert mengukur pendapat 

responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan variabel 

yang sedang diteliti. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Dalam penelitian ini skala likert diukur dengan skala 1 

sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Pemberian Skor untuk jawaban Kuesioner 

No. Jawaban Kode Nilai skor 

1 Sangat tidak setuju STS 1 

2 Tidak setuju TS 2 

3 Ragu – ragu RG 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat setuju SS 5 

Sumber Sinambela 2021: 234  

3.5 Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sinambela 2021: 87).  

Kepatuhan pajak menjadi variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini. 

Kepatuhan pajak sebagai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak 

terhadap berbagai aspek dalam  sistem perpajakan. Kepatuhan pajak diukur 

dengan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) yaitu kepatuhan wajib pajak 

mendaftarkan diri (NPWP), kepatuhan untuk menyampaikan kembali SPT, 

kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam 

melaporkan dan membayar tunggakan. Responden diminta memilih nilai 

dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan 

indikator tersebut. 
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sinambela 2021: 87). 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah kepercayaan pada 

pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak. 

a. Kepercayaan pada pemerintah (X1) 

 Kepercayaan berarti sikap kepercayaan wajib pajak berdasarkan 

keyakinan bahwa otoritas pajak bertindak demi kepentingan dan dengan 

niat baik (Prastiwi et al., 2024). Kepercayaan pada pemerintah diukur 

dengan 4 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Z Zulkarnair & Iskandar, 2019) yaitu kepercayaan terhadap 

pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap 

politisi (wakil rakyat) dan kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak. 

Responden diminta memilih nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk 

mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut. 

b. Moral pajak (X2) 

 Moral pajak mengacu pada tanggung jawab moral yang dimiliki 

individu untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi kepada 

masyarakat melalui pembayaran pajak. Moral pajak diukur menggunakan 

5 indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Mat Jusoh et al., 2021) yaitu potongan klaim berlebih, motivasi 

pembayaran, melaporkan secara lebih kecil dari sebenarnya, distribusi 

kepuasan dan kepercayaan pada pemerintah . Responden diminta memilih 
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nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk mengutarakan pendapatnya sesuai 

dengan indikator tersebut. 

c. Persepsi keadilan pajak (X3) 

 Persepsi keadilan pajak mengacu pada keyakinan yang dimiliki 

oleh wajib pajak mengenai adil atau tidaknya pelaksanaan perpajakan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mencakup seluruh proses perpajakan 

mulai dari pemungutan pajak hingga pemanfaatan pajak (Zainudin et al., 

2022). Indikator untuk mengukur persepsi keadilan pajak menggunakan 5 

indikator yang diad dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Wardani, 2021) yaitu, keadilan umum, timbal balik pemerintah, 

ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif dan kepentingan pribadi. 

Responden diminta memilih nilai dalam skala 1 sampai 5 untuk 

mengutarakan pendapatnya sesuai dengan indikator tersebut. 

Tabel 3.2 indikator variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1. 

Kepatuhan 

wajib pajak 

(Y) 

Kepatuhan pajak 

mengacu pada 

kecenderungan 

wajib pajak untuk 

memenuhi 

tanggung jawab 

hukum mereka 

dalam 

pembayaran 

pajak. (Tuhumena 

1. Kepatuhan wajib 

pajak mendaftarkan 

diri (NPWP) 

2. Kepatuhan untuk 

menyampaikan 

kembali SPT 

3. Kepatuhan dalam 

menghitung 

4. Membayar pajak 

terutang 

Likert 
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et al., 2023) 5. kepatuhan dalam 

melaporkan dan 

membayar 

tunggakan. 

(Z Zulkarnair & 

Iskandar, 2019) 

2 

Kepercayaan 

pada 

pemerintah 

(X1) 

Kepercayaan 

berarti sikap 

kepercayaan 

wajib pajak 

berdasarkan 

keyakinan bahwa 

otoritas pajak 

mempunyai niat 

baik dan bekerja 

dengan baik dan 

adil untuk 

kepentingan 

umum. (Prastiwi 

et al., 2024) 

1. Kepercayaan 

terhadap 

pemerintahan 

2. Kepercayaan 

terhadap sistem 

hukum 

3. Kepercayaan 

terhadap politisi 

(wakil rakyat) 

4. Kepercayaan 

terhadap alokasi 

dana dari pajak 

(Z Zulkarnair & 

Iskandar, 2019) 

Likert 

3. 
Moral pajak 

(X2) 

Moral pajak 

merupakan 

motivasi untuk   

membayar pajak 

yang berasal dari 

kewajiban moral 

untuk 

berpartisipasi 

dalam 

1. Potongan klaim 

berlebih 

2. Motivasi 

pembayaran 

3. Melaporkan secara 

lebih kecil dari 

sebenarnya 

4. Distribusi kepuasan 

5. Kepercayaan pada 

Likert 
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pemerintahan 

dengan memenuhi 

kewajiban 

perpajakannya. 

(Lailiyah & 

Andriani, 2023) 

pemerintah 

(Mat Jusoh et al., 

2021) 

4 

Persepsi 

keadilan pajak 

(X3) 

Persepsi keadilan 

pajak adalah 

pandangan yang 

dimiliki Wajib 

Pajak terkait adil 

atau tidaknya 

pelaksanaan 

perpajakan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah. 

(Zainudin et al., 

2022) 

1. Keadilan umum 

2. Timbal balik 

pemerintah 

3. Ketentuan-

ketentuan khusus 

4. Struktur tarif 

5. Kepentingan pribadi 

(Wardani, 2021) 

Likert 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan metode untuk menganalisis data penelitian 

yang ditujukan untuk menguji keabsahan hipotesis yang dikemukakan 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data 

dan uji regresi berganda serta uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang 

dikemukakan sebelumnya, yaitu pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, 

moral pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik 

secara parsial maupun simultan. 
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1. Analisis Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan data (Sinambela 2021: 313).  Hal ini dapat 

terlihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dari 

setiap variabel penelitian. 

2. Uji Kualitas data 

a. Uji Validitas  

Tujuan pengujian validitas adalah untuk melihat seberapa akurat suatu 

item mengukur apa yang ingin diukur (Priyanto 2018: 21). Biasanya item 

berupa pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang ditujukan kepada 

responden. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

korelasi pearson pada SPSS Versi 25 Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel di mana:  

1) Kuesioner dapat dikatakan valid ketika nilai r hitung > r tabel 

2) Kuesioner dapat dikatakan tidak valid ketika nilai r hitung < r tabel 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi alat ukur variabel 

yang digunakan, memastikan alat ukur tersebut sepenuhnya bebas dari 

kesalahan dan memberikan hasil yang konsisten bahkan setelah diuji 

berulang kali. (Priyanto 2018:25). Uji ini merupakan lanjutan dari uji 

validitas, hanya item yang valid yang digunakan dalam uji reliabilitas. 

Pada penelitian ini uji Reliabilitas menggunakan SPSS Versi 25 dengan 
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metode cronbach alpa. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji validitas 

adalah sebagai berikut: 

1) Kuesioner dapat dikatakan tidak reliabel ketika nilai cronbach alpa < 

0.60 

2) Kuesioner dapat dikatakan reliabel ketika nilai cronbach alpa > 0.60  

3. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa asumsi yang 

mendasari model regresi terpenuhi sehingga diperoleh  model regresi  tidak 

bias dan pengujian dapat dipercaya. Tidak adanya multikolinearitas, 

heteroskedasitas, autokorelasi dan data terdistribusi normal merupakan uji 

asumsi klasik yang harus terpenuhi. Hasil regresi tidak dapat dikatakan 

bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), jika salah satu syarat tidak 

terpenuhi (Priyanto 2018: 126). Penelitian ini  menggunakan SPSS Versi 25 

untuk uji asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data pada 

penelitian terdistribusi normal atau tidak (Priyanto 2018: 127). Data 

dianggap dapat mewakili populasi jika data terdistribusi normal.Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan SPSS Versi 25 dengan 

metode uji Kolmogroo-Smirnov (K-S). Data dianggap terdistribusi normal 

jika nilai signifikan lebih dari 0,05.   
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b. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi 

antar variabel independen (Priyanto 2018: 134). Uji multikolinearitas 

dapat diketahui dari nilai tolerance dan inflation faktor (VIF) pada model 

regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi dianggap tidak memiliki 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS Versi 25.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

ketidaksamaan varians dalam model regresi. Pada penelitian ini, metode 

uji Glejser digunakan untuk menilai heterokedastisitas dalam model 

regresi. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi (Priyanto 2018: 136). 

d. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antara periode tertentu dengan periode sebelumnya. Dalam penelitian ini  

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) pada uji autokorelasi, dengan 

dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:  

1) Apabila DU < DW < 4-DU menandakan tidak ada gejala autokorelasi,  

2) Apabila  DW < DL atau DW > 4-DL menandakan adanya autokeralasi 

3) Apabila  DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL menandakan tidak 

ada kesimpulan.  
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Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson 

(Priyanto 2018: 144). 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

  Analisis ini bertujuan untuk mengetahui  apakah ada pengaruh signifikan 

antara variabel independen dengan variabel dependen, baik secara simultan 

atau parsial. Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi, yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Priyanto 2018: 109).:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan :  

Y = kepatuhan wajib pajak 

a = Konstanta  nilai Y jika X1, X2,  dan X3 = 0  

X1 = Kepercayaan terhadap pemerintah  

X2 = Moral pajak  

X3 = Persepsi keadilan  

b1, b2, b3 = Koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresinya 

3.7 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk menilai apakah variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk 

menguji pengaruh masing-masing hipotesis maka dilakukan uji t (parsial) , uji F 

(simultan) dan  uji R
2
 (koefisien determinasi). Uji hipotesis dilakukan dengan 

bantuan SPPS Versi 25. 
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1. Uji t (parsial)  

 Uji t (parsial) digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan 

Kriteria Pengujian sebagai berikut: 

1.) Hipotisis diterima jika thitung > ttabel atau nilai sig. < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.  

2.) Hipotisis ditolak jika thitung < ttabel atau nilai sig. > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial 

3.) Uji F (simultan)  

 Uji F (simultan) digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel kepercayaan terhadap pemerintah, moral pajak dan persepsi 

keadilan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan Kriteria Pengujian sebagai 

berikut: 

1.) Hipotisis diterima jika fhitung > ftabel atau nilai sig. < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. 

2.) Hipotisis ditolak jika fhitung < ftabel atau nilai sig. > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. 
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4.) Uji R
2 
(koefisien determinasi) 

Uji R
2 

digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Koefisien determinan  (R
2
) berkisar antara 

0 sampai 1 (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Nilai (R

2
)  rendah mendekati nol menyatakan  

variabel independen memiliki pengaruh yang kecil atau terhadap variabel 

dependen, yang mengindikasi bahwa model yang digunakan tidak memadai 

untuk menjelaskan hubungan keduanya. Sebaliknya, jika R
2
 mendekati 1, 

maka hal ini menggambarkan kuatnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, yang berarti model yang digunakan mampu menjelaskan 

pengaruh antara kedua variabel. 
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis data yang dilakukan 

menggunakan SPSS Versi 25 dan pembahasan yang dilakukan di bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai thitung 

sebesar 0,158 lebih kecil dari ttabel yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai 

signifikan sebesar 0,874 lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis pertama yang 

menyatakan kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif pada kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi ditolak. 

2. Moral pajak berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai thitung memiliki nilai sebesar 

6,765 lebih besar dari ttabel yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, hipotesis kedua yang 

menyatakan moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi diterima.  

3. Persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Hasil ini 

dapat dibuktikan dengan persepsi keadilan pajak memiliki nilai thitung sebesar 

1,370 lebih kecil dari ttabel yang memiliki nilai sebesar 1,984 dan nilai 

signifikan sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05. Maka, hipotesis ketiga yang 

menyatakan 
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persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi di tolak. 

4. Kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan persepsi keadilan pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini bisa 

dilihat dari nilai fhitung sebesar 30,724 lebih besar dari ftabel yang memiliki nilai 

sebesar 2,699 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka, hipotesis 

keempat yang menyatakan kepercayaan pada pemerintah, moral pajak dan 

persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi diterima. 

5.2 Keterbatasan penelitian 

1. Wilayah  dan sampel dalam penelitian ini terbatas hanya pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

tertutup, yang bisa menimbulkan bias karena persepsi responden belum 

tentu mencerminkan keadaan sebenarnya. 

5.3 Saran  

1. Direktorat jendral pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas  

pelayanan terhadap wajib pajak, peningkatan layanan dapat meningkatkan 

motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara 

sukarela. Selain itu,  DJP perlu mengadakan sosialisasi terkait pentingnya 

mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap 

kepentingan bersama dan pembangunan negara. 



84 

 

   
 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dengan 

menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, denda maupun variabel 

lainya.  
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian  

Lembar kuesioner 

“Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah, Moral Pajak Dan Persepsi 

Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP 

Pratama Pekanbaru Tampan” 

Mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi setiap pertanyaan yang ada dan di 

setiap pertanyaan hanya boleh di isi satu jawaban. Setiap jawaban bapak/ibu akan 

dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan secara akademik. Saya mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan bapak/ibu yang telah menjawab 

setiap pertanyaan di kuesioner. Setiap jawaban yang diberikan adalah bantuan 

yang tidak ternilai bagi peneliti. 

1. Profil Responden 

a. Nama (boleh disisi inisial): 

b. Umur   :    20-30 tahun 

 30-40 tahun 

   > 40 tahun 

c. Jenis kelamin  :   Perempuan           Laki-laki 

d. Pendidikan terakhir :   SMP    S1          

 SMA    S2        

 D3    Lainya (.....................) 



 
 

 
 

e. Jenis usaha       :  

Berilah tanda silang () pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan 

jawaban bapak/ibu. 

2. Petunjuk pengisian  

Berilah tanda silang () pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan 

jawaban bapak/ibu. 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

RG  : Ragu-ragu 

S : Setuju  

SS  : Sangat Setuju 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

A KEPATUHAN PAJAK      

1.  Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan 

saya sendiri. 

     

2.  Menurut saya, setiap wajib pajak harus 

mendaftarkan diri untuk NPWP. 

     

3.  Saya telah mengetahui batas akhir dalam 

pelaporan pajak. 

     

4.  Saya selalu tepat waktu dalam membayar 

pajak. 

     

5.  Menurut saya, penerapan sanksi yang 

tegas dapat mendorong wajib pajak untuk 

berlaku jujur. 

     

6.  Menurut saya, pemeriksaan pajak oleh      



 
 

 
 

petugas pajak dapat mendorong wajib 

pajak untuk berlaku jujur. 

7.  Menurut saya, banyaknya tempat 

pembayaran dapat mempermudah wajib 

pajak untuk membayar tepat waktu. 

     

8.  Saya bersedia membayar kewajiban pajak 

saya beserta tunggakan pajaknya. 

     

B KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH      

1.  Saya percaya bahwa pajak yang saya 

bayarkan digunakan dengan baik oleh 

pemerintah. 

     

2.  Menurut saya, sistem hukum yang ada 

telah diterapkan dengan baik, benar, adil 

dan bijaksana. 

     

3.  Saya percaya bahwa ketika terjadi 

pelanggaran yang dilakukan petugas 

maupun wajib pajak telah dijatuhi 

hukuman secara adil. 

     

4.  Saya percaya bahwa keuangan negara 

dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan 

dan tanggung jawab 

     

5.  Saya percaya bahwa pajak yang saya 

bayarkan benar-benar digunakan untuk 

kesejahteraan rakyat. 

     

6.  Saya percaya bahwa petugas pajak telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

     

C MORAL PAJAK      

1.  Saya merasa bersalah terhadap diri saya 

jika saya mengajukan klaim/potongan 

yang tidak sah. 

     



 
 

 
 

2.  Saya merasa nyaman jika melakukan 

pembayaran pajak penghasilan dalam 

waktu yang diizinkan. 

     

3.  Saya merasa bersalah pada diri sendiri jika 

saya melaporkan pendapatan kurang dari 

sebenarnya. 

     

4.  Saya percaya bahwa pemerintah 

mendistribusikan pajak yang saya 

bayarkan secara adil kepada kelompok 

berpenghasilan rendah untuk mencapai 

tujuan sosial. 

     

5.  Saya percaya pemerintah menggunakan 

jumlah pendapatan pajak yang wajar untuk 

mencapai tujuan sosial. 

     

D PERSEPSI KEADILAN PAJAK      

1.  Menurut saya, masyarakat umum 

berpendapat bahwa sistem pajak 

penghasilan di Indonesia adil. 

     

2.  Saya pribadi berpendapat bahwa sistem 

pajak penghasilan di Indonesia adalah adil. 

     

3.  Saya meyakini bahwa pendistribusian cara 

perhitungan pajak antar kelompok wajib 

pajak di Indonesia telah dilakukan secara 

adil.   

     

4.  Saya merasa bahwa pajak penghasilan 

yang saya tanggung sudah adil. 

     

5.  Saya meyakini bahwa besarnya beban 

pajak penghasilan terbagi secara adil 

kepada seluruh rakyat Indonesia. 

     

6.  Menurut saya, kelompok masyarakat      



 
 

 
 

ekonomi menengah ke bawah membayar 

pajak lebih dari porsi seharusnya 

dibebankan.  

7.  Menurut saya, porsi penerimaan pajak 

pemerintah dari masyarakat ekonomi 

menengah ke bawah terlalu tinggi. 

     

8.  Manfaat berupa timbal balik dari 

pemerintah, saya nilai wajar/masuk akal. 

     

9.  Besarnya pajak penghasilan yang saya 

bayar adalah wajar, jika dibandingkan 

dengan manfaat/ timbal balik dari 

pemerintah. 

     

10.  Beban pajak penghasilan yang saya 

bayarkan terlalu tinggi bila dibandingkan 

dengan manfaat yang diberikan oleh 

pemerintah. 

     

11.  Menurut saya, terdapat ketidakadilan 

berupa ketentuan-ketentuan khusus yang 

hanya dapat digunakan oleh wajib pajak 

tertentu. 

     

12.  Menurut saya, terdapat ketidakadilan 

berupa pengurangan pajak yang hanya 

dapat digunakan oleh wajib pajak 

penghasilan tinggi. 

     

13.  Peraturan pajak saat ini tidak menuntun 

saya membayar pajak lebih besar dari 

porsi sebelumnya. 

     

14.  Menurut saya, orang yang berpenghasilan 

tinggi sudah sepantasnya membayar pajak 

lebih tinggi daripada orang berpenghasilan 

     



 
 

 
 

rendah. 

15.  Menurut saya, keadilan ada jika 

masyarakat penghasilan tinggi dikenakan 

tarif pajak lebih tinggi dibandingkan 

masyarakat berpenghasilan rendah. 

     

16.  Menurut saya, keadilan ada jika tarif pajak 

yang dikenakan dengan persentase yang 

sama baik untuk orang berpenghasilan 

tinggi maupun rendah. 

     

17.  Menurut saya total pajak penghasilan yang 

dibayarkan oleh wajib pajak penghasilan 

tinggi adalah wajar. 

     

18.  Sistem pengenaan pajak penghasilan saat 

ini adalah sistem paling baik dalam 

mengumpulkan penerimaan negara. 

     

19.  Dibandingkan dengan orang berpendapat 

lebih tinggi, saya merasa membayar lebih 

dari porsi wajar saya. 

     

20.  Dibandingkan dengan wajib pajak lainya, 

saya membayar pajak sesuai porsi saya 

seharusnya. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian 

KEPATUHAN PAJAK 

No Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 TOTAL 

1 4 2 3 3 2 2 4 4 24 

2 4 2 3 4 2 3 4 3 25 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 30 

5 4 4 4 4 3 2 4 2 27 

6 4 5 3 4 4 5 5 5 35 

7 4 4 5 5 4 4 5 5 36 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

10 3 2 2 4 3 3 5 4 26 

11 4 4 2 4 4 4 4 4 30 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

14 3 3 2 3 1 1 4 3 20 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

16 4 5 5 4 5 4 4 4 35 

17 4 4 3 4 3 3 4 3 28 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

19 4 4 5 4 4 4 4 3 32 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

21 5 4 4 4 4 4 5 5 35 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 5 4 5 5 5 4 5 5 38 

24 2 3 4 3 2 2 3 2 21 

25 4 4 4 3 3 4 3 3 28 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

27 4 4 4 3 4 4 4 4 31 

28 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

29 4 4 4 3 4 4 5 3 31 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

31 2 3 2 3 4 3 4 3 24 

32 3 2 5 4 4 5 2 4 29 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

34 4 2 1 2 4 4 4 4 25 



 
 

 
 

35 4 4 2 3 4 4 4 3 28 

36 3 3 3 2 4 4 5 2 26 

37 5 5 3 3 3 3 4 3 29 

38 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

39 5 5 4 5 4 4 4 5 36 

40 4 4 4 4 5 5 5 4 35 

41 5 5 5 4 4 4 3 4 34 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

43 5 5 5 4 4 4 4 4 35 

44 2 2 2 2 2 2 4 3 19 

45 4 4 3 3 3 3 4 2 26 

46 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

47 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

48 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

49 3 3 3 3 4 4 4 2 26 

50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

51 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

52 3 3 2 3 4 3 3 2 23 

53 5 5 5 3 5 4 4 5 36 

54 4 4 4 4 4 4 4 2 30 

55 4 4 3 3 4 4 5 3 30 

56 1 4 1 4 1 1 1 4 17 

57 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

59 2 2 3 3 4 4 4 3 25 

60 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

61 2 2 2 2 3 4 5 2 22 

62 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

63 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

64 4 4 3 4 3 4 4 3 29 

65 5 4 5 5 3 2 1 4 29 

66 3 2 2 4 2 2 4 4 23 

67 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

68 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

69 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

70 4 4 4 4 5 5 5 4 35 

71 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

72 4 4 4 4 3 3 4 3 29 

73 5 4 5 5 5 5 5 5 39 



 
 

 
 

74 4 4 4 4 4 4 2 4 30 

75 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

76 5 5 3 4 5 5 5 4 36 

77 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

78 3 3 2 2 5 5 5 2 27 

79 5 5 3 3 5 5 5 5 36 

80 5 5 4 4 4 3 5 5 35 

81 5 4 4 5 4 5 5 4 36 

82 5 5 5 5 5 5 4 4 38 

83 4 4 3 3 3 3 5 3 28 

84 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

85 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

86 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

88 2 4 2 3 3 4 5 3 26 

89 5 5 4 4 5 5 5 5 38 

90 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

91 5 5 4 5 5 5 4 4 37 

92 4 4 3 5 4 4 4 3 31 

93 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

94 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

95 5 5 3 3 5 5 5 3 34 

96 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

97 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

98 4 5 4 3 4 4 5 5 34 

99 4 4 4 3 4 4 3 4 30 

100 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KEPERCAYAAN PADA PMERINTAH 

No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 TOTAL 

1 2 2 3 2 4 3 16 

2 2 2 4 2 2 3 15 

3 3 3 3 3 3 3 18 

4 3 3 3 3 3 3 18 

5 2 2 2 2 2 2 12 

6 4 4 4 4 4 4 24 

7 3 3 3 3 3 4 19 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 4 4 4 4 5 5 26 

10 3 4 4 3 3 4 21 

11 1 3 3 3 4 3 17 

12 4 3 5 4 4 5 25 

13 5 5 5 5 5 5 30 

14 3 3 3 3 3 3 18 

15 3 4 5 5 3 5 25 

16 3 2 2 4 1 2 14 

17 4 3 3 3 3 3 19 

18 2 4 2 2 2 4 16 

19 3 3 2 2 3 3 16 

20 3 4 3 4 4 4 22 

21 4 4 4 4 4 4 24 

22 3 3 4 3 3 4 20 

23 4 4 4 4 4 5 25 

24 4 3 3 4 4 4 22 

25 3 3 3 3 3 3 18 

26 4 4 4 4 4 4 24 

27 3 3 3 3 3 4 19 

28 3 2 2 3 2 4 16 

29 3 3 3 3 3 3 18 

30 3 3 4 3 3 3 19 

31 3 3 3 3 3 3 18 

32 4 4 4 3 3 4 22 

33 4 5 5 4 4 4 26 

34 4 2 4 4 4 4 22 

35 3 3 2 3 3 2 16 

36 5 5 5 5 5 5 30 



 
 

 
 

37 3 3 3 2 3 3 17 

38 4 4 4 3 3 4 22 

39 1 3 3 2 3 4 16 

40 5 5 4 4 4 4 26 

41 4 3 3 3 3 3 19 

42 4 4 4 4 4 4 24 

43 4 4 4 4 4 5 25 

44 2 2 2 2 3 3 14 

45 2 3 2 3 3 3 16 

46 4 4 4 4 4 4 24 

47 2 2 2 3 3 5 17 

48 2 2 3 2 2 3 14 

49 5 3 4 4 4 4 24 

50 4 4 4 4 4 4 24 

51 5 5 5 5 3 3 26 

52 4 4 3 3 4 4 22 

53 5 5 5 5 5 5 30 

54 3 3 3 2 2 4 17 

55 4 3 5 4 3 4 23 

56 1 4 4 1 1 4 15 

57 4 3 3 3 3 4 20 

58 3 4 4 4 3 4 22 

59 2 2 2 2 2 2 12 

60 4 4 4 4 4 4 24 

61 1 1 1 1 1 4 9 

62 1 2 2 2 2 3 12 

63 4 3 3 3 3 3 19 

64 2 2 2 2 3 3 14 

65 3 3 3 3 3 3 18 

66 3 3 3 3 3 3 18 

67 3 3 3 3 3 3 18 

68 4 5 5 4 4 5 27 

69 4 5 4 5 5 5 28 

70 3 3 4 3 3 3 19 

71 4 4 4 4 4 4 24 

72 3 3 3 3 3 3 18 

73 4 5 4 4 4 4 25 

74 4 4 4 4 4 4 24 

75 4 4 4 4 4 4 24 



 
 

 
 

76 5 5 5 5 5 5 30 

77 4 4 4 4 4 4 24 

78 3 1 1 1 1 1 8 

79 3 3 3 3 3 3 18 

80 3 3 4 3 3 3 19 

81 4 4 4 5 4 5 26 

82 3 3 3 3 3 4 19 

83 4 3 3 5 4 4 23 

84 3 3 3 3 3 3 18 

85 4 4 4 4 4 4 24 

86 5 5 5 5 5 5 30 

87 3 3 3 3 3 3 18 

88 3 2 3 2 3 3 16 

89 3 3 4 3 3 3 19 

90 4 4 4 4 4 4 24 

91 3 3 3 4 3 4 20 

92 3 3 3 3 3 3 18 

93 3 4 3 3 3 3 19 

94 3 3 3 3 3 3 18 

95 3 3 3 1 2 3 15 

96 3 3 3 3 3 3 18 

97 3 3 3 3 4 3 19 

98 3 3 4 4 3 4 21 

99 4 4 5 5 4 4 26 

100 3 3 2 3 3 3 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MORAL PAJAK 

No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL 

1 3 4 4 2 3 16 

2 2 3 2 2 3 12 

3 4 4 4 3 3 18 

4 4 4 4 3 3 18 

5 4 4 2 2 2 14 

6 4 4 4 4 4 20 

7 4 5 5 3 3 20 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 4 4 4 4 20 

10 4 4 4 4 4 20 

11 5 4 4 3 3 19 

12 5 5 4 5 4 23 

13 5 5 5 5 5 25 

14 1 3 1 1 1 7 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 4 2 3 18 

17 4 3 3 3 3 16 

18 4 4 4 2 2 16 

19 4 4 4 3 4 19 

20 3 4 4 4 4 19 

21 4 4 5 4 4 21 

22 4 4 4 2 2 16 

23 4 5 4 4 4 21 

24 4 4 1 1 4 14 

25 4 4 4 1 1 14 

26 4 4 4 4 4 20 

27 4 4 3 3 4 18 

28 4 4 4 4 4 20 

29 3 3 3 3 3 15 

30 4 4 4 3 3 18 

31 2 2 3 3 3 13 

32 3 3 4 4 3 17 

33 3 4 4 4 4 19 

34 4 4 3 3 4 18 

35 4 4 4 4 4 20 

36 4 4 4 3 4 19 



 
 

 
 

37 4 4 4 3 3 18 

38 4 4 4 3 3 18 

39 3 4 4 4 2 17 

40 4 4 4 4 4 20 

41 4 4 4 4 4 20 

42 4 4 4 4 4 20 

43 4 5 5 4 4 22 

44 2 2 3 3 3 13 

45 4 4 4 3 4 19 

46 4 4 4 4 4 20 

47 4 4 4 3 4 19 

48 3 4 3 2 2 14 

49 3 4 3 2 2 14 

50 5 4 4 3 3 19 

51 4 4 5 5 5 23 

52 4 4 4 4 4 20 

53 4 4 4 5 5 22 

54 4 4 4 3 3 18 

55 4 4 4 3 3 18 

56 1 4 1 1 1 8 

57 5 5 5 5 5 25 

58 4 4 4 4 4 20 

59 3 4 4 4 4 19 

60 4 4 4 4 4 20 

61 5 5 5 5 3 23 

62 5 4 5 1 2 17 

63 4 4 4 3 3 18 

64 4 4 4 3 3 18 

65 4 4 4 1 1 14 

66 2 2 2 3 3 12 

67 4 4 4 3 3 18 

68 5 5 5 4 4 23 

69 4 4 4 3 4 19 

70 2 4 4 3 3 16 

71 4 4 4 4 4 20 

72 4 4 3 3 3 17 

73 5 5 5 5 5 25 

74 4 4 4 4 4 20 

75 4 4 4 4 4 20 



 
 

 
 

76 5 5 5 4 4 23 

77 4 4 4 4 4 20 

78 4 4 3 1 1 13 

79 5 5 5 3 3 21 

80 5 5 5 4 4 23 

81 5 4 5 4 5 23 

82 4 4 4 3 4 19 

83 4 3 3 4 4 18 

84 4 4 4 3 3 18 

85 4 4 4 4 4 20 

86 5 5 5 5 5 25 

87 4 4 4 4 4 20 

88 4 4 4 3 3 18 

89 5 5 5 3 3 21 

90 4 4 4 4 4 20 

91 2 4 4 4 4 18 

92 4 4 4 3 3 18 

93 4 4 5 3 4 20 

94 1 1 1 3 3 9 

95 5 4 4 2 2 17 

96 4 4 4 3 3 18 

97 4 4 4 3 3 18 

98 4 5 4 3 5 21 

99 4 4 4 5 3 20 

100 4 4 4 2 2 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PERSEPSI KEADILAN PAJAK 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75 

2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 72 

3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 5 1 2 3 2 4 59 

4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 64 

5 2 2 2 4 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

6 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 75 

7 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 71 

8 4 4 2 4 2 4 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 5 3 76 

9 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 76 

10 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 70 

11 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 72 

12 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 66 

13 3 3 4 4 4 4 1 3 5 5 4 4 1 5 5 1 5 4 3 4 72 

14 2 2 2 2 2 4 5 3 3 5 3 4 2 3 3 1 2 1 4 1 54 

15 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 77 

16 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 1 3 4 2 4 71 

17 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 64 

18 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 62 

19 2 2 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 1 2 2 4 3 4 4 62 

20 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 69 

21 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 74 

22 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 69 

23 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 81 

24 3 3 4 3 4 5 5 2 2 3 4 4 2 5 5 5 5 3 3 1 71 

25 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 1 3 3 62 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

27 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 65 

28 2 2 3 3 3 3 4 2 1 5 4 4 4 2 4 4 1 2 4 2 59 

29 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 66 

30 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 66 

31 3 1 2 2 2 5 5 2 2 4 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 69 

32 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 54 

33 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 5 4 4 81 

34 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 4 71 

35 3 2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 2 5 5 4 5 3 5 2 67 

36 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 62 



 
 

 
 

37 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 4 62 

38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 70 

39 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 3 4 4 1 5 4 4 3 5 71 

40 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 5 2 2 2 2 3 2 3 2 59 

41 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 71 

42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78 

43 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 78 

44 3 2 3 2 3 4 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 67 

45 3 2 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 64 

46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

47 2 2 3 4 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 4 2 4 4 2 4 61 

48 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58 

49 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 63 

50 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 2 4 3 2 2 63 

51 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 85 

52 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 58 

53 5 4 4 5 5 5 2 4 4 2 2 2 2 5 5 4 4 5 5 5 79 

54 3 3 3 3 3 5 5 2 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 69 

55 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 4 5 5 2 3 4 3 5 74 

56 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 2 1 4 4 1 4 1 4 1 59 

57 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 78 

58 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 78 

59 2 3 3 3 2 5 5 4 3 5 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 59 

60 4 3 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 63 

61 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 56 

62 2 2 2 4 1 2 5 1 1 4 5 4 4 5 5 2 4 3 4 4 64 

63 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 65 

64 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 67 

65 1 1 1 2 3 4 2 3 2 5 3 3 2 4 3 4 3 1 3 4 54 

66 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 63 

67 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 73 

68 4 2 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 5 3 4 4 4 64 

69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 77 

70 4 4 3 4 3 2 4 4 2 5 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 66 

71 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 5 5 3 5 4 3 3 69 

72 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 57 

73 4 4 5 4 5 3 3 4 4 2 2 2 4 5 4 4 5 4 3 4 75 

74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 80 

75 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 72 



 
 

 
 

76 5 4 3 5 5 5 4 2 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 85 

77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

78 3 2 2 4 3 2 5 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 59 

79 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 3 76 

80 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 1 5 5 2 5 3 5 5 70 

81 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 89 

82 3 3 3 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 1 5 4 3 4 72 

83 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 

84 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 67 

85 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 5 5 1 4 3 2 4 69 

86 4 4 3 4 2 2 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 79 

87 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 5 5 1 3 4 4 4 72 

88 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 64 

89 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 2 4 3 4 4 68 

90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

91 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 5 5 2 4 2 2 4 67 

92 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 58 

93 3 4 3 4 5 2 1 5 4 2 3 4 4 4 5 2 4 4 2 4 69 

94 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 4 4 4 3 3 3 3 53 

95 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5 5 5 2 4 3 4 74 

96 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 63 

97 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 2 3 4 3 4 66 

98 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 2 5 3 3 4 81 

99 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 3 2 4 82 

100 2 2 3 3 3 4 4 2 2 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 66 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas  

Variabel Kepatuhan Pajak (Y) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variabel Kepercayaan Pada Pemerinta (X1) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variabel Moral Pajak (X2) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variabel Persepsi Keadilan Pajak (X3) 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 Statistik Deskriptif

 

 

 

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

 

 

 



 
 

 
 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

Uji Heteroskedasitas  

 

 

 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 Hasil Uji Parsial 

 

 

Lampiran 7 Hasil Uji Simultan 

 

 

 

Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
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